PIMPINAN DPRD KABUPATEN INDRAMAYU

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN INDRAMAYU

NOMOR : 171.1/33/KEP/DPRD/2018

TENTANG

PEMBENTUKAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS 8
(DELAPAN), 9(SEMBILAN) DAN 10 (SEPULUH) DPRD KABUPATEN INDRAMAYU

DALAM RANGKA

PEMBAHASAN 3 (TIGA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN

Menimbang

INDRAMAYU

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

a.

KABUPATEN INDRAMAYU,

bahwa DPRD Kabupaten Indramayu pada Masa Persidangan
I Tahun 2018 akan melaksanakan pembahasan
Rancangan Peraturan Daerah tentang:
1. Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
2. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten
Indramayu;
3. Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun
2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Tahun 2016-2021.

bahwa berdasarkan Peraturan DPRD Kabupaten Indramayu
Nomor 01 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD
Kabupaten Indramayu, Pasal 77 tentang Panitia Khusus
pada Ayat:

(1) Panitia khusus dibentuk dalam rapat paripurna atas

usul Anggota DPRD setelah mendapat pertimbangan
badan musyawarah.

(2) Pembentukan panitia khusus ditetapkan dengan
keputusan DPRD.

(3) Pembentukan panitia khusus dalam waktu yang
bersamaan paling banyak sama jumlahnya dengan

komisi.
(4) Masa kerja panitia khusus :
a. paling lama 1 (satu) tahun untuk tugas

pembentukan Perda; atau



Mengingat

Memperhatikan :

1.

b. paling lama 6 (enam) bulan untuk tugas selain
pembentukan Perda.
(5) Panitia khusus melaporkan tugas sebelum akhir masa
kerja dalam rapat paripurna.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf (a) dan (b) tersebut diatas, maka perlu
ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Indramayu.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun
1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten
Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat, sebagaimana
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968
tentang Pembentukan  Kabupaten Purwakata dan
Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang
Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah -
daerah  Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa
Barat;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2018 tentang Majelis Permusyawaratan
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan;

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang
Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 01
Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah.

Surat Ketua DPRD Kabupaten Indramayu Nomor :
170/527 /Persid, tanggal 8 Oktober 2018 Hal
Pembahasan Raperda Inisiatif DPRD Kab. Indramayu ;

Surat Bupati Indramayu Nomor : 188.342/1303-
Huk/2018, tanggal 5 Oktober 2018 Hal Permohonan
Pembahasan Raperda Masa Persidangan III Tahun 2018 ;
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Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Tembusan :

MEMUTUSKAN

Membentuk Pimpinan dan Keanggotaan Panitia
Khusus 8 (delapan), 9 (sembilan) dan 10 (sepuluh) DPRD
Kabupaten Indramayu dalam rangka Pembahasan 3 (tiga)
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu.

Tugas Panitia Khusus 8 (delapan) adalah membahas
Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan
Pemberdayaan Petani.

Tugas Panitia Khusus 9 (sembilan) adalah Rancangan Peraturan
Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten
Indramayu.

Tugas Panitia Khusus 10 (sepuluh) adalah Rancangan Peraturan
Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5
Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Tahun 2016-2021.

Waktu Pelaksanaan Tugas Panitia  Khusus 8 (delapan), 9
(sembilan) dan 10 (sepuluh) sebagaimana dimaksud pada
diktum KEDUA dilaksanakan dari tanggal 7 Desember sampai
dengan 17 Desember 2018 dan melaporkan hasil pembahasannya
pada Rapat Paripurna tanggal 18 Desember 2018 serta sekaligus
Penetapan Keputusan DPRD.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan
ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan
diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Indramayu
al 6 Desember 2018

1. Yth. Bupati Indramayu
2. Yth. Ketua-ketua Fraksi DPRD Kabupaten Indramayu
3. Yth. Masing-masing yang bersangkutan



LAMPIRAN 1

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN INDRAMAYU

NOMOR 171.1/33/KEP/DPRD/2018
TANGGAL 6 DESEMBER 2018
TENTANG PEMBENTUKAN PIMPINAN DAN
KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS 8
(DELAPAN) DALAM RANGKA PEMBAHASAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PERLINDUNGAN DAN
PEMBERDAYAAN PETANI.
NO. NAMA JABATAN DARI FRAKSI
1. 2 3 4
1. BHISMA PANJI DEWANTARA, S.Si.Apt KETUA FRAKSI P.K.S
2. H. WARLI, SE WAKIL KETUA | FRAKSI P.GOLKAR
3. KARSIWAN, SE ANGGOTA FRAKSI P.GOLKAR
4. TARWIDI ANGGOTA FRAKSI P.GOLKAR
5. HJ. SITI AMINAH ANGGOTA FRAKSI P.GOLKAR
6. UU SUKARSIH SUIN ANGGOTA FRAKSI P.GOLKAR
7. HJ. DARINAH ANGGOTA FRAKSI P.GOLKAR
8. RONI JANURI ANGGOTA FRAKSI P.D.I. PERJUANGAN
9. H. ESTIM ENTING ANGGOTA FRAKSI P.D.I. PERJUANGAN
10. H. AHMAD KHUZAIFAH, S.Pd.I ANGGOTA FRAKSI P.K.B
11. H. CASMUNI ANGGOTA FRAKSI P.K.B
12. MUHAMAD ALI AKBAR, SP ANGGOTA FRAKSI P. GERINDRA
13. IIS NAENI, S.IP ANGGOTA FRAKSI P. GERINDRA
14. MARGANI ANGGOTA FRAKSI P. HANURA NASDEM

PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PATEN INDRAMAYU




LAMPIRAN 2

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN INDRAMAYU

NOMOR 171.1/33/KEP/DPRD/2018
TANGGAL 6 DESEMBER 2018
TENTANG PEMBENTUKAN PIMPINAN DAN
KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS 9
(SEMBILAN) DALAM RANGKA PEMBAHASAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
INDUSTRI KABUPATEN INDRAMAYU.
NO. NAMA JABATAN DARI FRAKSI
1. 2 3 4
1. M. ALAM SUKMA JAYA, ST., MM KETUA FRAKSI P.GOLKAR
2. H. SIROJUDIN, SP WAKIL KETUA | FRAKSI P.D.I. PERJUANGAN
3. IBNU RISMAN SYAH ANGGOTA FRAKSI P.GOLKAR
4. Hj. YAYAH JUHRIYAH ANGGOTA FRAKSI P.GOLKAR
5. Hj.SITI NURLELA ANGGOTA FRAKSI P.GOLKAR
6. H. KASUM ANGGOTA FRAKSI P.GOLKAR
7. Hj. KURSIAH ANGGOTA FRAKSI P.GOLKAR
8. LIYANA LISTIA DEWI, SE ANGGOTA FRAKSI P.D.I. PERJUANGAN
9. DALAM, SH., KN ANGGOTA FRAKSI P.K.B
10. MUHAMMAD SHOLIHIN, S.Sos.I ANGGOTA FRAKSI P.K.B
11. MUHAMAD MARZUKI ANGGOTA FRAKSI P. GERINDRA
12. H. NICO ANTONIO, ST ANGGOTA FRAKSI P. GERINDRA
13. Ir. H. DIDI MUJAHIRI ANGGOTA FRAKSI P.K.S
14. JUNEDI, S.Pd.I ANGGOTA FRAKSI P. HANURA NASDEM
15. ROBIIN, ST ANGGOTA FRAKSI HANURA NASDEM




LAMPIRAN 3

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN INDRAMAYU

NOMOR 171.1/33/KEP/DPRD/2018
TANGGAL 6 DESEMBER 2018
TENTANG PEMBENTUKAN PIMPINAN DAN
KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS 10
(SEPULUH) DALAM RANGKA PEMBAHASAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH TAHUN 2016-2021
NO. NAMA JABATAN DARI FRAKSI
1. 2 3 4
1. Drs. H. MUHAEMIN KETUA FRAKSI P. GOLKAR
2. H. ABDUL ROHMAN, SE., MM WAKIL KETUA | FRAKSI P.D.I. PERJUANGAN
3. H. SYAEFUDIN, SH ANGGOTA FRAKSI P. GOLKAR
4. WARIM, Amd ANGGOTA FRAKSI P. GOLKAR
5. WARDAH ANGGOTA FRAKSI P. GOLKAR
6. Hj. CUENGSIH ANGGOTA FRAKSI P. GOLKAR
7. SUBADA ANGGOTA FRAKSI P.D.I. PERJUANGAN
8. H. AZUN MAUZUN ANGGOTA FRAKSI P.K.B
9. AKHMAD MUJANI NUR, SH.I ANGGOTA FRAKSI P.K.B
10. TURAH ANGGOTA FRAKSI P.GERINDRA
11. TAUFIK HADI SUTRISNO ANGGOTA FRAKSI P. GERINDRA
12. H. RUSWA, M.Pd.I ANGGOTA FRAKSI P.K.S
13. H. AHMAD FATHONI ANGGOTA FRAKSI P.HANURA NASDEM
14. RUYANTO ANGGOTA FRAKSI P. HANURA NASDEM




